Menimbang : a.

Mengingat ¢ 1.

£

PEMERINTAH DAERAM KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAM KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 29 TAMUN 2008
TENTANG
PAJIAK PENERANGAN JALAN

RENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU

bahwa dalam rangka mewujudkan Ctonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khusunya yang
bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian
Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Dagarh
dapat terwujud,

bahwa untuk menindak lanjutl Penvelenggaraan Otonomi Daerah
dimaksud perlu menyusun peraturan Daerah yang mengatur tentang
Pajak Penerangan Jalan.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruaf a dan b diatas periu

menetapkan Peraturan Daeral.

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomwor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686 sebagaimana telsh diubah dengan Undang — Undang nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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Undang — Undang Nomor 65 Tahun 1997 tentang ’““zag han Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Momor 42, Tambahan Negara Nomor 3685);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43883,

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ‘Nomo v 53,

Tambahan Negara Nomor 4289); ‘{'



Menetapkan

10.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4680);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
188, Tambahan Negara Nomor 4138);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang
Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur, Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Lain — lain;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN '

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Kotamobagu.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

1.
2.

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Dserah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
Perusahaan Listrik Negara vang selanjutnya disingkat PLN adalah
Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
Daerah atas penggunaan tenaga listrik.

Gurat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang - undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Pajak vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah Selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak
yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumiah yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Ta mbahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah Pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daesrah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena 3umi“"*i kredit Pajak lebih besar dan
Pajak yang terutang atau tidak seharusnya iﬁn utang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah Surat Keputusan yang n’xezﬂ;ez'“:tui»ﬁaﬁ jumlah Pajak vang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa

e

bunga dan atau denda.



BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap
Penggunaan Tenaga Listrik.
(2) Obyek Pajak adalah setiap pendgunaan ténaqa listrik.
(3) Tenaga Listrik sebagaimana dimes aksud pada ayat (1) adalah tenaga

listrik yang berasal dari PLN

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak adalahk :

a.  Penggurman tenagas listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

b, Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kedutzan  konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga
Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk
Pajak Negara,

c.  Penggunsan tenaga listrik yang berasal dari buken PLN dengan
kapasitas tertentu tidak memerlukan iin dari Instansi teknis terkait.

d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat
Ibadah.

Pasal 4
(1} Subyek Pajak adalah orang atau badan Hukum yang menggunakan
tenaga listrik
{2} W&jiblpa&jak adalah orang atau Badan Hukum yang menjadi pelanggan

listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB TII
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAIAK
Pasal 5
(1} Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik
{2y Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan
pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besar tagihan biaya
penggunaan lstrik / rekening listrik.
h. Dalam hal tenaga lstrik bukan PLN dengan tidak dipungut

bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas |

¢



{3} Harga satuan listrik dimaksud pada avat (2) huruf b ditetapkan oleh
Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku
untuk PLN.

Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebagal berikut :
a. Penggunaan tenga listrik vang berasal dari PLN untuk Industri sebesar
10 9% {sepuluh persen).
b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Industri sebesar
3 % {tiga persen).
¢.  Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN bukan Untuk
Industri sebesar 8 % (delapan persen).
d.  penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk Industri

sebesar 3 % (tiga persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN CARA PERHMITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
(2) Besarnya Paiak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB YV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG mm
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 {satu) Bulan takwin

Pasal 2

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi setelzh diterbitkan

-

Pasal 10

{1} Setiap Wajib Pajak yvang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib
mengist SPTRD
(23 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilsi dengan jelas,

henar dan lengkap serta ditanda fangani oleh Wajib Pajak atau
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5)  Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan
oleh PLN merupakan SPTPD

4y SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada

Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari setelah

berakhirmmya masa Pajak

(5} Bentuk, isi dan tata cars pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala
Daerah
BABIV

TATA CARA PERMITUNGAN
DAN PENETAPAN RAJAK
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD saﬁahagaimana dimaksud dalam pasal 11 Avat (1),
Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dﬁmgan menerbitkan SKPD

{2} Apabila pemungutan Paiak bekeriasama dengan PLN, rekening listrik
dipersamakan dﬁii‘"?@ﬁm SKPD

(3} Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar, setelah lewat waktu paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak
SKPD r:!itm‘ima,, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2

% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD

Pasal 12
(1} Waijib Pajak vang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam  pasal 11 avat (1) digunakan untuk  menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang
{2y Dalam jangka waktu 5 (lima) Thun sesudah saat terutangnya Pajak,

Kepala Daerah dapat menerbitkan :

<. SKPDN

(3} SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a diterbitkan :

&3
iF

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak
terutang tdak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrasi
barupa bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan dihitung dari
Pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
pa%mgg fama 24 {dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat

erutangnya Pajalk.

(>

. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jang§<:.a waktu  yang

ditentukan dan telah ditegur secara terfulis, dikenakan sanksi

J;
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Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung
sejak saat terutangnya Pajak.

3

Apabila kewajiban sanksi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak vang
terutang  dihitung  secara  jabatan  dan  dikenakan sanksi
Administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
perseny darl pokok Pajak ditambah sanksi Administrasi berupa
bunga sebesar 2 9% {dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
{dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
SKPDEET sebagaimana dimaksud pada ayat (&) huruf b diterbitkan
apabila ditemukan data bary atau data yang semula terungkap yang
menyebabikan  penambahan  jumlah  Pajak  yang terutang, akan
dikenakan sanksl Administrasi berupa kenalkan sebesar 100 % (seratus
perseny darl jumnlah kekurangan Pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan
apabila jumleh Pajak vang terutang sama besarnya dengan jumlah
kradit pajak atau pajak tdak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
Apabile kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKE dan
SKPDKET sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurdf a dan b tidak
ada sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu vang telah ditentukan,
ditagih  dengan  menertipkan  STPD  ditambah  dengan  sanksi
Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Penambahan juriiah Pajak vang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat {4 tidak dikerakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendir

sebelum dilakukan tndakan pemeriksaan.

BABVII
TATA CARA PEMBAYARAN
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dican dif Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesual walktu vang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPLKE, SKPDKBT dan 5TPD

Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditujuk, hasil
penerimaan Palak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya
1% 24 jam atau dalam wakiu yang ditentukan oleh Kepala Daerah

Pembayaran Pajalk sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan Ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD

{
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Pasal 1
Pembavaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengansur Pajek vang teutang dalam kurun Waktu tertentu,
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan darl jumlsh Pajak yang
belum atau kurang dibayar
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepads Wajib Pajak
untuk  menunda  pembayaran Pajak  sampal batas waktu  yang
ditentukan sstelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % {dua persen) sebelum dari jumiah Pajak yang
belum atau kurang dibayar
Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan  penundaan sebagaimana

dsmdks ud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 15
Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimkasud dalam pasal 15
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala Daerah

BABVIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7

(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus rhelunasi
Pajak yang terutang

Surat teguran, sural peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikeluarkan oleh Pe sjabat



Pasal 17

o

(1} Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus

dibayar ditagih dengan surat paksa
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Pedjabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 {dua puluh
satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain
vang sejenis

2

gm

Pasal
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
jam sesudah  tanggal pemberitashuan  surat  paksa, Pejabat segera

menarbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

Pasal 12
telah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang
Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat
perintah  melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan

penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Megara

Pasal 20
Setelgh Kantor lelang Negara menatapkan harl tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, jury sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.

Bentuk, jenis dan isi formuliv vang dipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

PEMGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

)

{1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
2} Tata cara ;:;m&bum keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 23

‘@‘

Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib pajak

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam  penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan
Perpajakan Daeral.

b, Membatalkan atau mengurangkan Ketetapan Pajak yang benar.

c.  Mengurangkan atau menghapuskan sanksi Administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam sanksi
tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Pajak  bukan
kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan

pengahapusan atau pengurangan sanksi Administrasi ates SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala

Daerah atau Pejabat selambat ~ lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

diterima SKPD, SKPDKRB, atau STPD dengan memberikan alasan yang

jelas.

Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah

harus memberikan Keputusan.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Kepala Daersh atau Pejabat tidak memberikan Keputusan,

permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusar  atau pengurangan  sanksl  administrasi  dianggap
dikabulkan.

Kepala Daersh atau Pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayet (2) diterima, sudah

harus memberikan Keputusan.

Apabila setelah lewst 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3} Kepals Daersh atau Pejabat tidak memberikan Keputusan,

permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi  Administrasi  dianggap

dikabulkan.



BAR XY
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat atas sesuatu ;
a. SKPD
b, SKPDKB
c. SKPDKBT
d. SKPDLB
&, SKPDN

{2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3
(tiga) Bulan setiap tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan alasan vyang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu ity tdak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaan.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 {dua
belas) Bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.

(4) Apabila setelzh lewat wakiu 12 (dua belas) Bulan sebagaimans
dimaksud pada ayat (30 Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan
Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5} Pengajuan keberatan ;%ea%:a;zag;;aaimmm dimaksud pada ayat (1) tidak

menunda kewajiban membayar Pajak.
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giek dapat mengaiukan banding kepada Badan Penvyelesalan
Sengketa Pajak dalam jangke waktu 2 (tiga) Bulan setelah diterimanya
Keputusan keberatan.

{2y Pengajusn banding sebagaimana dimeksud pada ayat (1 tidak

menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26
Apabils pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau
banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau
selurthnya, kelebihan pembavaran Pajak dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

+

pulith empat) Bulan.
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BAB HKII
FENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK
Pasal 27

dapat mengajukan permoho

nan pengembalian kelebihan

ak kepada Kepala Daerah atau Pejabat, secara tertulis

dengan menyebutkan sekurang - kurangnya

a.
b.
c.

d.

Kepaia Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling

Nama dan ¢

Masa Pajak;

alamat Wai

ik E"’Eﬁ%jm‘u,

Besarnya kelebihan Pajalg

Alasan yang jelas;

lama 12 (du

belas) Bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan

pembavaran Pajak

diberikan Keputusan

Kepala

Daerah

atau

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiampaui
Pejabat

tidak = memberikan  Keputusan,

permohonan pengembalian kelebihan Pajak dianggap dikabuikan dan

SKPDLE harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan.

pe

2 mbas VAl an

Apabila Wajib Pajak

Pajak

mempunyai

sebagaimana

utang Pajak lainnya, kelebihan

dimaleud  pada ayat | {2

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

]
51
]

paling 2 (dus) Bulan sejak diterbitkannya

Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak

dalam waktu
SKPDLE, dengan

ditakukan

rremberikan

Surat Perintah Membeayar Kelebihan Pajak (SPMKF.

HTy
31
L

fewat wakt

u.
F

sebulan

f\pmu fa

pengen

R

v Pejabat me

atas

nbalian ke
2 (dua) Bulan
mberikan imbalan

keterlambatan

pembavaran Pajak.

lebihan perw

wavaran Pajak dilakukan setelah

ejak diterbitkannya SKPLE, Kepala Daerah

bunga sebesar 2 % {dua persen)

pemb keterlambatan  kelebihan

ayaran

Pasal 28

Apabila kelebthan pembayaran

lainmya,

dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buldi

berlaku sebagai bukti pembavaran.

Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran

H pemindah bukuan juga

4
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BAR X111
KADALUARSA
Pasal 28

(1Y Hak untuk melakukan Penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui

,—“\

jangka wakiu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat berhutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Pidana di Perpajakan Daerah.
Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertanggih apabila :

a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau

-

b

Ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak hasll baik langsung

matpun tidak langsung.

BAR XIIV
PENYIDIKAN
Pasal 30

siabat Pegawal Negeri Sipll tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana

dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

P

&,

£
M

L
1.

g

g
2
&

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah

Menerima, mencarl, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
Meneliti, mencari dan i"'a‘"‘zﬁmggmm;.§?<“:; keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tenteng kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tndak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
Meminta keterangan dan bukti darl orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak Pidana dibidang P&rpajakan Daerah.
Mermeriksa buku — buku, catatan — catatan dan dokumen - dokumen
lain berkenaan dengan tindak Pidana %r‘pa}"akamﬂ

Melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan barang  bukti
pembukuan, pencatatan dan  dokumen - dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukli tersebut,

Meminta bantuan tenaga ahli delam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

Meryurih berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

q‘

huruf e.



h,  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan
Daerah.

i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipeiiksa sebaga
tersangka.

1. Menghentikan Penyidikan.

k., Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak

Pidana dibidanyg Perpajakan Daerah menurut Hukum vyang dapat

diperanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainnya

st}
L2
e

Penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesusl dengan
ketentuan yang benar dalam Undang ~ Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang

Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Waijib Pajak yang karena kealpaannya fidak menyampaikan SPPD atau
mengisi dengan tdak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tdak benar sehinggs merugikan Ke&umrgwe Daerah
dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda
paling banyak 2 {dua} kall jumial Pajak yang terhutang.

(2} Waijib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atasu melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga ;’"ncw:mg%karm Keuangan Daerah
dapast aﬂpidam dengan Pidana Penjara paling lama 2 {dua) Tahun dan

atau denda paling banyak 4 {empat) kali iumlah Pajak vang terhutang.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 tidak dituruti setelah

melampaui jangka wakiu 10 (sepulub) Tahun sejak saat terutangnya Pajak

f

atau berakhirmya Tahun Pajalke



BAR HWI
HETENTUAN PENUTUPR
Pasal 23

Hal — hal yvang belum cukup distur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

1

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

tal berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Daerah ini mu
Ager setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota

Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2

" WALIK'TA KOTAMOBASU

SISWA RACHMAT MOKODORGAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2008

&
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU '
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Lembaran Daarah Kota Kotamobagu Tahun 2008 NOMOT 36 .ot



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG
PAJAK PENERAMNGAN JALAN

UMUM@ Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah nyata,
dinamis dan bertanggung jawab. pembiayaan dibidang Pemerintah dan
Pembangunan Daerah vang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah,
kKhususnya yang berasal dari Pajak Penerangan jalan, pengaturannya
perlu  lebih  ditingkatkan, semakin  meningkatnya pelaksanaan
Pembangunan dan pemberian Pelayanan kepada masyarakat serta
usaha peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah, diperiukan
penyediaan sumber — sumber Pendapatan Asli Daerah vang hasilnya

semakin meningkatkan pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber - sumber tersebut
antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya
serta  penyederhanaan, penyempurnaan melalui suatu  Peraturan
Daerah yang berpedoman pada Undang — Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000. Langkah —
langkah ini diharapkan akan meningkat efektifitas dan efisiensi
pemungutan Pajak Penerangan Jalan serta peningkatan mutu dan jenis
pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga dipandang  perlu
menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu agar
masyarakat Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan

memenuhi kewajibannya dibidang Pajak Penerangan Jalan.

PASAL DEMI PASAL

oy

Sa armeian

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Avat (2)
Cukup Jelas



Pasal 3

Pasal 4 s/

g

¢

Ayat (3)

Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

Huruf o

34

Cukup Jelas

Yang termasuk dengan tenaga listrik yang berasal dari PLN tenaga
listrik atau bolak balik dari PLN Daerah lain seperti Daerah
Kabupaten Gorontalo dan Daerah Minahasa yang jaringan pelayanan
listriknya berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dimaksud
dengan jaringan listrik bukan PLN adalah jaringan orvang pribadi /

Badan Hukum yang digunakan sendiri atau dikomersilkan.

Cukup Jelas

Pengecualian tentang penggunaan Pajak Penerangan Jalan bagi
perwakilan Lembaga — lembaga internasional berpedoman kepada
Keputusan Menteri Keuangan

Cukup Jelas

Cukup Jelas

¢



